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Perlindungan terhadap pers merupakan satu bentuk hak asaasi manusia yang
mengeluarkan pendapatnya secara bebas, istilah kebebasan pers merupakan
pembahasan yang lazim untuk seluruh hak untuk memperoleh informasi dari
berbagai bentuk. Media massa cetak memiliki peran yang penting dalam memenuhi
hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum dengan
menyediakan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Perlindungan Hukum dan
Penegakkan Hukum terhadap Kebebasan Wartawan dalam Media Massa Cetak

Pada pembahasan ini uu pers masih terkesan belm terlalu sempurna dalam
mmgerucutkan makna atau arti sebuah pasal, oleh karenanya pasal 18 ayat (1) perlu
di pertegas pembahasan mengenai arti dari perbuatan melawan hukum, lalu tentang
bagaimana konsekuensi dari pasal 18 ayat (1) menjamin kebebasan pers.

Dengan berbagai problematika yang ada diatas peneliti menggunakan
metode penelitian studi pustaka,, jenis penelitian ini menggunakan buku induk,
artikel, jurnal. Kemuduan sifat oenekitian ini adalah yuridis normatif.

Perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)
adalah siapapun yang dengan sengaja melakukan pelarangan penyiaran,
pembredelan dan melakukan intervensi untuk melakukan penyensoran maka akan
dikenakan sanksipidana seperti apa yang dimakud dalam ketentuan pidana pada
pasal 18 ayat (1).Konsekuensi kebebasan pers pada pasal 18 ayat (1) ini adalah
pekerja pers merasakan leluasa dan tanpa hambatan dalam melaksanakan tugas
profesinya tanpa merasakan khawatir akan mendapat tekanan atau itimidasi.



ABSTRACT

Mohammad Rifa’i, 12103183024, discusses the normative problems of Article 18
Paragraph 1 of the Press Law concerning journalistic freedom in his thesis
for thestudy program of Constitutional Law at Sayyid Ali Rahmatullah
State Islamic University of Tulungagung. Supervisor: Fahmi Arif, SH.,
M.H.
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The protection of the press is a form of human rights that allows individuals
to express their opinions freely. The term "press freedom" is commonly discussed in
relation to the right to access information in various forms. Print media plays a vital
role in fulfilling society's right to know and develop public opinion by providing
accurate and truthful information. Legal protection and enforcement for journalists
in print media are essential aspects to consider.

In this discussion, the Press Law appears to be not yet fully comprehensive
in narrowing down the meaning of Article 18 Paragraph 1. Therefore, a clearer
elaboration is needed on the definition of "unlawful acts" and the consequences of
Article 18 Paragraph 1 in ensuring press freedom.

With the various issues mentioned above, the researcher employs a literature
review as the research method, using primary sources such as books, articles, and
journals. The nature of this research is normative juridical.

Criminal acts as mentioned in Article 18 Paragraph 1 include intentionally
prohibiting broadcasting, censorship, and intervening in broadcasting, all of which
will be subject to criminal sanctions as stipulated in the criminal provisionsof Article
18 Paragraph 1. The consequence of press freedom under Article 18 Paragraph 1 is
that journalists can carry out their professional duties freely and without hindrance,
without fear of facing pressure or intimidation.
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